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KE RJASAffi A PE H GA}?ASA}I FARTISIF*TI F *ALA$ HA}IG KA PE I.IYE LE H G GARAAN
PEI,IILIHAH GUBERHUR DAH ltrAKIL G[,JB=*IJUH, BUPATI DA}I YSAKIL BUPATI

SETTA WALI KOTA DAH SJAHIL WALI KOTA TAHUH 2*24

Pada hari ini, SelasaTanggal Tiga BelasBulan A,gustus Tahui'r D*a Ribu Dua Puluh Empatbefiempat di

Kupang, dalam rangka KERJASAIIT1A PEXGAI,YASAN PARTISIPATIFDALAM RANGKA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERI.IUR DA}I WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SERTA WALI KOTA DAf'l WAKIL lniAll KOTA TAHUI{ 2$24 berdasarkan Undang-Undang

Nomor l Tahun 2015 Te*tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor'l

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, *a* Walikota &*en,iarii Undang-Undang Sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor S Tahun 2020 Tentang Penetapan

Feraturan Pemer:ntah Pengganti U*dai:g-Unria*g Na**r 2 Tahun 2il2fi ientang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang I',lor"**r 1 Tahun 2*15 t*i:ta*g Pe**tapa* Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Unda*g llcmcr 1 trahun 2014 tentang Per*ilihan Gubemur. Bupati. dan Walikota lVlenjadi Undang-Undang

menjadi Undang-U*dang, di provlnsi Nusa Te*ggara Tirnur, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ilo. Bawaslu Prov. I'lusa Tengg*ra Timur

No. PftlKRl C*&ang l{xgang

1. NONATO DA PURIFICACAC S*R$fiE}ITO, S.Si

2. DILLIYON CHRISTIAil YORAIT{BER HETOI'I

$tPr!{. 0s.sI f K. NTl8si2024

89rB PC,3I$XRLKPGfl t r -? lf,*t2024

Keiua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Nusa T*nggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk

den atas *ama Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timr.;r {Bawasiu Provinsi

NTT]. b**edudukan dr Jaia* R. Soeprapto No 28 ,

*eb*b*, K*la Kupang Nusa Tenggaia Timur,

seianjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Ketua Perhimpunan iilahasiswa Katolik fr.epublik

ind*nesia {PldKRt} Cabang Kupang, dalam hal ini

i:enir:d*k ui"rti:k: *a* =t*s ff*rria P*rhii-npunan

it,3*i.:asis."ua it.*i*iik ft*pr":*iik ii":riai"i*sia iFivlP{Hii

*.ab**g Kup*r:g.+eik**i;**x*:": *i i*ian i*ncj.

-S*e*a#* i.J*.iS, l.laiketer: i, K*c, K*ta RaSa Kota

l{*p** g. Fruvi rrsi i'i us* T**gg*ra Tiri'i u r;s*ia ri; utrr y a

*is*t*t fIHAK ii=*UA
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan FARA PIHAK Seian1Utnya

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah l-embaga Penyelenggara Pemiliha* Umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemiiu diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

O D^h,.,^ DIIJAV l"1trnl IA nrlalnh /]r^^ni^^^; ffi^h^.1^.",^ nl,ninmnl L1^m^, l".nrannan*al,nnL. LJAilVVd I tr rrlt\ t\LrJ\./r, duoldr! \-Jrudilrldlr lildrlgDrDwa ut\Dtuilrar r\ailrPuJ yailv uli,ailvvutanoil

mahasiswa Katolik dan juga non-Katoiik dan memilikr fungsi sebagai organisasi pembinaan dan

perjuangan yang berasaskan Paneasila. dijiwai oleh nilai-nilai ke-Katolikan, dan disemangati

oleh kemahasiswaan);

3, Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati, Walikota dan Wakil Wali

Kota, wajib diawasi oleh Sawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota sei'ia jajarannya ditingkat

bawah;

4. Bahwa untuk terwujudnya keadilan sosial. ke*anusiaan, dan persaudaraan selati adalah visi yang

diemban oleh Perhimpunan IUahasiswa Katolik Republik lndonesia {PMKRI} Cabang Kupang;

5. Bahwa berdasarkan pertimba*ga* s*bagaiman* dimaksuC pada angka 3 dan angka 4 dipandang

perlu untuk menetapkan Nota (esepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur {Bawaslu Provinsi NTT)Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik lndonesia

(PMKRI) Cabang KupangdalarnKerjasama Pengawasan Partisipatif Daiam Rangka Pemilihan

Gnbernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakii Wali Kota Tahun

tut4.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-U*danga* antara lain sebagai berikut:

1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Unda*g Nomor 1 Tahun 2*14 Tenta*g Pemitihan Cubernur, Bupati, Dan Waiikota lVlenjadi

Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir rnenjadi Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintan Fengganti u*cang-Unda*g i'ion'ror i Tahun 20i4 ierrtang

Pemiiihan Gubernui, Bupati, da* Walikala M*njadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor' 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan

Pemilihan Umum Kepala Daei'ah Dan WakilKepala ilaerah:

, D^.^+,,.^^ D^J^^ D^^^^..,^^ D^-:l;k^^ I l*.,- r,l^*^" O T^h,,^ On.}n T^^r^^^ D^^^^^^^^^\). TUrdturdr l Ddudtr rtrr rgdwdb TUiilillrrdlr uriruilr r\uilrLJr o idl ruir zvLv ltrr ildr r9 TUr rdiludildrr

Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur. Supati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

WakilWalikota:

4, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2fr20 Tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Watikata yang terjadi secara TSM

5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

3A* r

I4AKSUB }AH TUJUA}I

Pasal t

1) Nota Kesepahaman ini dimaksirdkan uniuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan

Fariisipatif Daiam Rangka Pemilihan Gubemur Dan fvakii Gubernur, Bupaii Dan Yt'akii Bupati Serta

Wali Kota Dan Wakii Wali Kcta Tahun ?0?4:
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2) Nota Kesepahaman inr bertujuan untuk mengoptimalkan Ke(asama Pengawasan PartisipatifDalam

Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupatt Dan Wakil Bupati Serta

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2424 di Provinsi Nusa Te*ggara Timur.

BAB II
OBJEK }AII RUAI-IG LIHGKUF

Pasal 2

Cbjek Kesepahaman Bersama ini adaiah pelibatan bersama PARA PIHAK daiam melakukan pengawasan

secara partisipatif daiam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakii Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati Serta Wali Kata Dan Wakil lYali (cia Tahu* 2024

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiaia* bersarra PARA PIHAK dalam Kerjasama

Pengawasan Partisipatif Dalarn Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubeinur,

Bupati Dan Wakil Bupati Seita Wali Kota Dan WakilWaii Kcta Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapa* Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman inidibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Kerjasama

Pengawasan Partisipatil Dalarn Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Waktl Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Seda Wali Kota Dan WakilWali Kota Tahun 2024.

B*B It
SENTUK KESEPAHAMAH

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka P*nyelenggaraan Pemiiihan

Gubernur Dan Vt'akii Guhernur. Eupati Dan ft'akii Bupati Serta Vriaii Kcia Dan rit'akii Vvaii Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan kam*nikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Partisipatif

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur. Bupati Dan Wakil Bupati Seda Wali

Kota Dan Wakii Waii Kota Tahun 2S24.

Fasal 8

1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan i*fcrmasi sefia scsialisasi bersama terkait Kerjasama

Pengawasan Partisipatif Dalarn Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Qrrn:li Prcn \illalzil Qrrnali Qn#a \11/rli [1n]a I''lan \AlcLil \iloli llnia Tah,,.9Ar),4.uuPclu l. oll vYonlt uuygu \JIJ|to Ylolt t\trto uoil YYonil tYolr l\uto t(:rrruil au4T.

2) Sosialisasi bersama dilakukan daiam benluk Kegiaian keiompak diskusi terarah, seminar, workshop.

sertakegiatan lainnya terkaitPengawasan Pa*isipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakii Wali Kota Tahun

2424.

Pasatr I
PARA PIHAK menyampaikan infomasi apabila sclama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan

adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelerggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serla Wali Kota dan Wakil Wali K*ta tahun 2024kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur {3awas}u Pr*vir:si NTT} dan i*formasi tersebut merupakan informasi

awal yang akan drtindaklanjuti sesuai meka*ism* Fer*luran Peru**+ng-Undangan yang berlaku.
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BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepaharnan ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab

untuk:

a. Menyiapkan pcskc, pusat informasidan kcmunikasi:

b, I\ilemantau isu-isu yang berkembang terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Supati Serta Wali Kota Dan Wakil Waii Kata Tahun 2024;

c, l\lenindaklanjuti informasi dalam rangka pecegahanlmitigasi potensi kerawanan terhadap

penyelenggaraan pemilihan Gube:'nur dan Wakil Gubernui', Bupat! Can Blakil Bupati sefia Wali Kota

dan Wakil Wali Kcta tahun 2024

d. Meiaksanakan moniloring dan evaluasiterhadap pelaksanaan nota kesepaharnan ini; dan

e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota

kesepahaman ini.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan ilota kesepahaman ini PIHAK KTDUA memilikitugas dan tanggung jawab untuk:

a. Turut seda daiam melaksanakan pemantauan secarapartisipatif terhadap penyelenggaraan

pemiiihan Gubemur dan Wakii Gubemur, Bupati da* Wakii Bupaii sena Wali Kota ian Wakii Waii

Kota tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Mengumpulkan dan berbagi informasi te*ait isu-isu yang berkembang di masyarakat khususnya

terhadap penyeienggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024; da*

c. fvlernberi masuka* dan arahan daiam rangka m*r.:itcring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota

kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Fas*l'!2
Segala biaya yang timbul s*bagai akibat dari pelaksanaan Nola Kesepahaman ini dibebankan kepada

anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Y
KORES PONDENS I DAN T.OMU NII{AS I

Fasal 't3

1) Semua surat menyurai danlatau pemberital':uan aleh salah satu pihak kepada pihak lain

disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini .

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara fimui' (Bawaslu Pr"ovinsi NTT)

yang bertempat di Jaian R. So+ptapto, Nc 28. Kecamatan Oebcbo, Kota Kupang Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

b. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repubiik indonesia {PMKRI) Cabang Kupang, yang berlempat

di Jalan Jend, Soeharto No,18, Naikoten i, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

c. Dalam hal terjadi perubahan alarnat s*bagaimana dimaksud pada ayat 1). maka perubahan

tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling

lambat 5 {lima} hari kerja sebelum perubahan alarnat dimaksud berlaku efektif;

2) Daiam hai perubahan aia:'nai sebcgair"r:ana riimaksud parla 
=yai 

ii hurui c iidak rjiberitahukan, maka

surat menyurat danlatau per*be*tahuan b*rdasarkan Nota Kesepahaman ini dianEgap telah

disampatkan semestinya jika dikirimkan ke alar::at sebagain'lana dirnaksud pada ayat 1).
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BAB VI

PENYELESAIAN PERS ELISIHAI'{

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
li^^l^^^;i,^A /.1^^^^6 ^^h^;1, h^;1,^',^ 

-,,^,,^'^,.,^h,,n1,,1, 
m,,{al,r+uiluiuDdinaii uul rudlt )uudtf\-udrr\r ryd )trudrd ] ilulydt ovlor r ul li.un I lluidt\dl.

BAB VII

KETENTUAN LAIH.LAIN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur daiam i**la Kesepahama! ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

PET,IUTUP

Fasal 1$

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandalangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan

Kerjasama Pengawasan Partisipatif Daianr Rangka Penyelenggaraail Pemiiihan Gubernur Dan Wakii

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan WakilWaii Kata Tahun 2024.

Pasal tI
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan langgal sebagaimana

disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 iduai asli, bermaterai cukup, da* masing-masing mempunyai

kekuatan hukum yang sama.

PARA FIHAK

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEIvIILiHAN UIiiUIvI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

PIHAK II

PMKRi CAEANG KUPANG
KETUA PRESiDiUI\I,

w
METERAI

TEMPEL

NONATO DA PURIFICAGAS SAR#=ilTO, S.$i *ILLffOT-I CH YORAMBER HETON
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